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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan pada BAB II diatas maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada banyak faktor atau multi faktor yang membuat seseorang 

mengulang kembali kejahatannya yaitu faktor tabiat/sifat jahat, faktor 

psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan/stigmatisasi masyarakat, 

faktor pendidikan, faktor alkohol/obat-obat terlarang dan faktor salah 

pergaulan. 

2. Bentuk pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta dilakukan sama dengan narapidana biasa. Tidak 

ada perbedaan pembinaan antara yang residivis maupun yang bukan 

residivis. Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan 

perUndang-undangan yang berlaku yaitu pembinaan kepribadian 

meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran 

berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, 

pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegerasikan diri 

dengan masyarakat. Serta pembinaan kemandirian yang meliputi 

pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, 

pembinaan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, pembinaan 
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ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-

masing dan pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha 

industri atau kegiatan pertanian. Namun ada 3 pendapat dari bagian 

BIMASWAT bahwa pembinaan residivis harus berbeda, maksudnya 

adalah harus lebih ditekankan pada pembinaan agama, kesadaran 

hukum serta pemberian integrasi seperti CB (Cuti Bersyarat), CMB 

(Cuti Menjelang Bebas), PB (Pembebasan Bersyarat) harus lebih 

selektif lagi. 

 

B. SARAN 

1. Untuk mengurangi angka kriminalitas maka pemerintah harus ikut 

turun tangan dalam memperbaiki taraf hidup warganya agar tidak 

dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana 

2. Pembinaan yang dilakukan terhadap residivis seharusnya berbeda 

dengan pembinaan warga binaan biasa, karena warga binaan residivis 

sudah pernah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tetapi 

setelah keluar tidak berubah, malah mengulang lagi tindak pidananya. 

Hal itu membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap 

warga binaan tersebut masih kurang ampuh dalam mengubah warga 

binaan tersebut. Perbedaan tersebut misalnya menyediakan psikolog 

yang berkompeten untuk membantu narapidana residivis mengubah 

dirinya, mendatangkan petugas Lapas yang berkualitas serta 
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memberikan pelatihan kepada petugas Lapas dala rangka pembinaan 

residivis. 
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